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Panitia Pengawas Pemilihan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh
Aceh, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
menentukan bahwa Pengaturan tentang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Namun dalam kenyataannya, perintah Pasal 255 untuk membentuk
aturan yang mengatur Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tidak pernah dilakukan di Provinsi Aceh hingga Tahun 2016, akan
tetapi Panwaslih telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembentukan Panwaslih Aceh yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dan hambatan yang dialami oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih
Aceh, serta upaya penyelesaian yang ditempuh DPRA dalam mengatasi hambatan yang dimaksud.
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan
diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ada. Hambatan yang dihadapi oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih yaitu disebabkan
oleh polemik kewenangan antara Pusat dan Aceh dalam pembentukan Panwaslih, tidak ada yang mengusulkan Qanun Aceh Nomor
7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh untuk dilakukan perubahan, dan akibat tafsir undang-undang
berbasis kepentingan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 akan dilakukan
perubahan, segera dibentuk Qanun baru tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Qanun baru akan memisahkan rezim Pemilu
dan Pilkada, dan telah dilakukan pertemuan diantara instansi terkait untuk mencari solusi terkait persoalan ini.
Disarankan kepada DPRA agar segera dapat membentuk aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih. Kemudian DPRA dan
Pemerintah Aceh agar dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih nantinya selalu berpedoman dan
menjalankan apa yang diperintahkan oleh UUPA. Serta dalam perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 nantinya dilibatkan semua
unsur terkait, agar perubahan Qanun tersebut mendapat masukan dari semua pihak, demi meghasilkan perubahan yang sempurna.
